
' SALINAN 

BUPATIMANGGARAIBARAT 

PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURANBUPATIMANGGARAIBARAT 

NOMOR 9 TAHUN 2024 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MANGGARAI BARAT, 

Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban 

pengelolaan arsip statis sebagai bukti kinerja 

penyelenggaaan Pemerintahan yang konsisten dan 

benar, serta memudahkan 

perlu 

dalam 

mengatur penymmpanannya, 

Mengingat: 

pelaksanaannya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan 

Arsip Statis dilingkungan Pemerintah Kabupaten 

Manggarai Barat; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten. Manggarai Barat di 

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4271 ) ;  J 

- I  



r t  

3. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Repoblik indonesia 

Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 1  

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2024 Nomor 1 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6905); 

4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846 ) ;  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi 

Unadang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856) ;  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012  

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012  Nomor 52 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5286; } 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017  

ten tang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041) ;  

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 23 Tahun 

2 0 1 1  tentang Tata Cara Preservasi Arsip; 

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 27 Tahun 

2 0 1 1  ten tang Tata Cara Penyusunan Sarana 

Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis; 

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 3 1  Tahun 

2 0 1 1  ten tang Tata Cara Akuisisi Arsip; 

1 1.  Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 

Tahun 2012  tentang Pedoman Penyusunan 

Kebijakan Umum 

12.  Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 tahun 

2012  ten tang Tata Cara Penyerahan Arsip Statis 

bagi Organisasi Politik, Organisasi 

Kemasyarakatan, danPerseorangan; 

13.  Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 

Nomor 6 Tahun 2015  tentang Penyelenggaraan 

Kearsipan (Lem bar an Daerah Kabupaten 

Manggarai Barat Tahun 2015  Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 156) ;  

14. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 37 

Tahun 2016 tentang kedudukan,susunan 

Organisasi,Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan Ka bu paten 

Manggarai Bara.} 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 
ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN MANGGARI BARAT 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat. 
2 .  Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, 

tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan 

pembinaan kearsipan. 

6. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang selanjutnya disebut 

Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten 
Manggarai Barat selaku Lembaga Kearsipan Daerah. 

7. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai 

bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga 

Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, 

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan 

dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bemegara. 
8. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip 

karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa 

retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah 
diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh 

Bidang Kearsipan. l 



9. Pengelolaan Kearsipan adalah rangkaian proses manajemen yang 

berkesinambungan dalam penyelenggaraan pengelolaan arsip 

sebagai bukti pertanggung jawaban Pemerintah Daerah dan 

memon kolektif bangsa, dimulai dari penciptaan, pengolahan 

informasi, dan penggunaan, pengaturan, penymmpanan, 

pelayanan, pemeliharaan, penyusutan, pelestarian, sampai 

dengan pembinaannya. 

10.  Pengelolaan arsip statis adalah 

pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan, 

suatu rangkaian kegiatan 

penggunaan, dan pembinaan atas pelaksanaan serah arsip dalam 

satu kesatuan sistem kearsipan. 

11. Khasanah arsip adalah kepemilikan, kekayaan, asset berupa arsip 

yang dimiliki oleh Dinas atau tempat penyimpanan arsip statis. 

12 .  Penyimpanan arsip statis adalah proses dan cara penempatan 

arsip statis pada tempat khusus penyimpanan arsip statis sesuai 

dengan persyaratan tempat dan tata cara teknis penyimpanan 

arsip statis; 

13 .  Pencipta arsip adalah pihak yang memiliki kemandirian dan 

otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di 

bidang pengelolaan arsip dinamis; 

14. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah 

daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang 

telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh 

lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta 

diumumkan kepada publik. 

15 .  Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah 

daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu 

penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi 

rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, 

dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai 

pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. l 



BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai 

pedoman dalam rangka pengelolaan arsip Statis di Lingkungan 

Pemerintah Daerah. 

Pasal 3 

Tujuan penyusunan pedoman pengelolaan arsip statis adalah untuk: 

a.  melestarikan arsip yang memiliki nilai guna sekunder; 

b. menyelamatkan arsip yang mempunyai nilai kesejarahan; dan 

c. memberikan informasi yang luas kepada generasi yang akan 

datang. 

BAB III 

PENGELOLAAN ARSIP STATIS 

Pasal 4 

Pedoman pengelolaan arsip statis di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 5 

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Arsip Statis di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat secara teknis 

dilakukan oleh Kepala Dinas (Tim Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

melakukan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Arsip statis di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggari Barat). J 



BABV 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Manggarai Barat J 

Ditetapkan di Labua Baj o 

pada tangga1 30 /pr] 2024 

BUPATI MANGGARAI BARAT, 

TTD 

EDISTASIUS ENDI 

Diundangkan di Labuan Bajo 

pada tanggal 30 /pel 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT, 

FRANSISKUS SALES SODO 

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024 

NOMOR 25 


